Menimbang

Mengingat

BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR |2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

a. bahwa tarif retribusi kios milik Pemertintah Kabupaten Bungo yang
merupakan bagian dari retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur

dalam Petaturan Daerah Nomor
Pelayanan Pasar, petlu ditinjau ke
dan kemampuan masyarakat pengg

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pa
Tahun 2011 tentang Retrbusi
rettibusi dapat ditinjau kembali y;
Bupati;

c. bahwa berdasatkan pertimbangar
hutuf a dan huruf b, perlu mene
Perubahan Tarif Rettibusi Pelayans

1. Undang—Undang Nomor 12 Tahi

4 Tahun 2011 tentang Retribusi
mbali disesuaikan dengan kondisi
una jasa kios;

sal 10 Peraturan Daerah Nomor 4
Pelayanan Pasar, besaran tarif
ang ditetapkan dengan Peraturan

1 sebagaimana dimaksud dalam
tapkan Peraturan Bupati tentang
in Pasar;

in 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatra Tengah (Llembatan N egara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomot 7 Tahun 1965 tentang P

embentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung

(Lembaran Negara Republik Indone

sia Tahun 1965 Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
dan Kabupaten Tanjung Jabung Ti

Indonesia Tahun 1999 Nomor 18

Tebo, Kabupaten Muato Jambi
ut (Lembaran Negara Republik
2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);




3.

10.

11.

12

- Undang-undang Nomor 28 Tahun

=0

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(Lembaran  Negara Republik Ind

- Undang-Unadang Nomotr 1 Tahun tentang Petbedahataan Negata

onesia Tahun 2004 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4286)

Peraturan Perundang—undangan

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhit dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomot
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembatran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran N
5049);

egara Republik Indonesia Nomor

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara tepublik Indonesia

Nomor 4578);

Pemerintah Daerah;

- Peratutan Menteti Dalam Negeri [Nomor 04 tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Dalam

Negeri Sipil di Lingkungan

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah s¢bagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);

Petatutan Daerah  Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Tahun 2007 Nomor 12);

Peratutan Daerah, Nomor 2
Pemerintahan Yang Menjadi Kewen:
Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nom

Fahun 2008 tentang Urusan
angan Daerah (Lembaran Daerah
or 2);

13. Peraturan......3




13-

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun|
Susunan Organisasi Dinas Daerah
Bungo Tahun 2011 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PE
PELAYANAN PASAR

Menetapkan

Pasal 1

Mengubah besaran tarif retribusi pelayanan Pasar yaitu tarif
a. Kios Kelas I Rp. 420,-/m?/hari
b.” Kios Kelas II Rp. 375,-/m?/hati

c. Kios Kelas 11T Rp. 280,-/m?/hati

Pasal 2

Tata cara pengelolaan dan penatausahaan retribusi sebag
mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomot
Pelayanan Pasar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangks

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen
dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten B;

Dit
pad

]

HABUE LUy

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

Al

H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2(

TR
(i &

2011 tentang Pembentukan dan
(Lembaran Daerah Kabupaten

2011 tentang Retribusi Pelayanan

Bungo Tahun 2011 Nomor 4);

'RUBAHAN TARIF RETRIBUSI

tetribusi Kios sebagai berikut:

aimana dimaksud dalam Pasal 1
r 4 Tahun 2011 tentang Retribusi

1.

rundangan Peraturan Bupati ini
INgO.

etapkan di Muata Bungo

atanggal 2 § - 1\ — 2012

SEKDA Iigipag isn

]

'\ BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

)12 NOMOR 30 &




